SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta tertib
administrasi pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Utara yang
berbasis kinerja (Performance Budget) yang didasarkan atas prinsip-
prinsip efektivitas, efesiensi dan dapat dipertanggungjawabkan
(Akuntabel) serta sesuai kebutuhan teknis yang diisyaratkan, terarah,
terkendali sesuai rencana, program dan target kegiatan sesuai fungsi
masing-masing Unit Satuan Kerja, dipandang perlu menetapkan Sistem -
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234):

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi
Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5362);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503};
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Provinsi/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor
01);

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2013 Nomor 03);

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 03);

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan
Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor
04);




23. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 15);

24. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Kebijaan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 1

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini;

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum
dalam DPA SKPD pada Unit Satuan Kerja di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara;

Pasal 3

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut dengan _
Surat Edaran Gubernur;

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2013

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
Ttd.
DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
Ttd.

Drs. H. BADRUN, MSi

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARATAHUN 2013 NOMOR 17.

Sesuai dengan Aslinya
BALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

Perdbina Tingkat I, IV/b
NIP} 196912281991011001




